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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2010
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK

Menimbang
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ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

bahwa telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2021 tentangl Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, maka
Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pemungutan |Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangllman perlu disesuaikan,

bahwa berdasarkan pe\rtlmbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010
tentaﬁlg Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhik Indonesia
Tahun 2014 Nomor i244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kah terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahurll 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Reppbhk Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembar?n Negara Republik Indonesia Nomor
5679)

Undar‘lg-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573)

Unda ajg—Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keu gan antara Pemehntah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lemb an Negara Repubhk Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);




Menetapkan :

\

[

Peraturan Pemennta.h Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indopesm Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

Pera uran Menten Dalam Neger1 Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berlta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781),

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak atas |Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 17),
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pem‘t?entukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016
Nom%)r 4) sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pa1c1tan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pac1tan Tahun 2021 Nomor 9),

Perat}uran Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabl}paten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Sistem
dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (Berlta Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2010 Nomor 36), |

MEMUTUSKAN :

PERATU BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG
SISTEM DA.N PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupat1 Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Sistemn dan Prosedur Pemur gutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Benita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 36), diubah sebagai

berikut

1  Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbuny: sebagar berikut

HWN ==

o

Daerah adalah Kabupaten Pacitan
Pemerintah Daerah adalah Pemernintah Daerah Kabupaten Pacitan
Bupat: adalah Bupat1 Pacitan
Badan Keuangan Daerah yang selanJutIlya disingkat BKD adalah Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
Bea Perolehan Hak atas Tanah |dan Bangunan yang selanjutnya

Pasal 1

disingkat dengan #BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan

6 Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum |yang mengaklbatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh pribad: atau Badan
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Hak atas Tanah dan/atau Bangunfin adalah hak atas tanah, termasuk
hak pengelolaan, beserta bangunan di1 atasnya, sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang d1 bidang pertanahan dan bangunan

Pemungutan adalah suatu ra'lngkalan kegiatan dimulai1 dan

penghimpunan data objek dan subJek pajak, penentuan besarnya pajak

yang terutang s
serta pengawas.
Surat Pemberi

pa1 keglatan penagihan pajak kepada Wapb Pajak
penyetorannya l
an Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan

SPTPD, adalah |surat yang oleh Wanb Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak
dan/atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai

dengan ketentuan
Surat Setoran PaJ

Peraturan Perundang—Undangan perpajakan Daerah
ak Daerah yang selanJutnya disingkat dengan SSPD,

adalah bukt pembayaran atau pel?yetoran pajak yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulr atau telah dilakukan dengan cara lain
ke kas Daerah melalu1 tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat

SKPDKB adalah
jumlah pokok

surat ketetapan  pajak yang menentukan besarnya
ajak, jumlah kredlt pajak, jumlah kekurangan

pembayaran kredit pajak, besarnya sanks1 administratif, dan jumlah

pajak yang masih
Surat Ketetapan

harus di1 bayar ‘
Pajak Daerah! Kurang Bayar Tambahan yang

selanjutnya dlsmgkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas Jumlah pajak yang telah ditetapkan

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebth Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah | surat ketetapan1 pajak yang menentukan jumlah
kelebithan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebith besar
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang

Surat Ketetapan Pajak Daerah N1h11 yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah suatu ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredlt pajak

Surat Tagihan Pa]ak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi admmistratif
berupa bunga dan/atau denda

Badan adalah sekumpulan orang) dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang m hputl perseroaﬂ terbatas, perseroan komoditer,
perseroan lamny Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongs:, képera31, dana pens1un persekutuan, perkumpulan,
yayasan, orgamsas1 massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga ﬁian bentuk badan lainnya termasuk kontrak mvestasi
kolektif dan bent k usaha tetap

Pejabat Pembuat Tanah (PPAT)/ Pejabat Lelang adalah pihak yang
berwenang menerbitkan akta pemlndahan hak atas tanah dan/atau
bangunan

Bendahara Penerngxaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerma, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggung]awabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka
pelaksanaan APB]D pada BKD

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan

Daerah dalam ran
Bank atau Temp
menerima pembay,

gka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD
at Lamn yang D1tunJuk adalah pithak ketiga yang

aran BPHTB teru)cang dart Wajib Pajak
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Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
adalah dokumen |yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak
atas kepemlhkan tanah dan/ ata‘u bangunan Dokumen 1 dapat
berupa surat peljanjlan, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris
dan lamn-lain yang memihks kekuatan hukum

Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB yang selanjutnya disimngkat
SSPD BPHTB adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas Daerah
atau tempat lax | yang dltetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk
melaporkan data perolehan hak ata]s tanah dan/atau bangunan

Akta Pemmdahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
dokumen legal penetapan pemlndahan hak atas tanah dan/atau

bangunan dan satu pihak ke pihak lain

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (8) diubah, sehingga berbuny:

sebagai berikut

(1)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

Pasal 2

Sistem dan prosechur pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian
proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan

melaporkan pener‘1maan BPHTB

Prosedur sebagaml'lana dimaksud pada ayat (1) meliputa

a  prosedur pe lgurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan,

prosedur pembayaran BPHTB,
prosedur penehtlan SSPD BPHTB

prosedur pe daftaran akta pemmdahan hak atas tanah dan/atau
bangunan,

e  prosedur pelaporan BPHTB,

f  prosedur penagihan, dan

g prosedur pengurangan ‘

Prosedur pengurusan akta pemlndahan hak atas tanah dan/atau
bangunan sebage'umana dlmaksud pada ayat (2) huruf a adalah
prosedur penylapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah
dan/atau bangunan sekaligus penghltungan besar BPHTB terutang
Wayib Pajak \
Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah prosedur pembaya‘ran pajak terutang yang dilakukan
oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB

Prosedur penehtlan SSPD BPHTB sebagmmana dimaksud pada ayat (2)
huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan BKD atas kebenaran
dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya

Prosedur pendaf an akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf d adalah
prosedur pendafte{ran akta ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan
penerbitan akta oleh PPAT

Prosedur pelapor BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta
pemindahan hak |

Prosedur penetapan surat tagthan BPHTB, SKPDB Kurang
Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambahan dan Surat Teguran
sebagaimana dnqaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur
penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPD Kurang Bayar
BPHTB/SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan surat teguran yang
dilakukan oleh BKD

Qo0 T




Prosedur penetapan surat keputusan pengurangan sebagaimana

dimaksud pada
persetujuan/pena
digyjukan oleh Waj

ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan
lakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang
1b Pajak

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dilubah, sehingga berbuny: sebagai

berikut

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 3

Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 BKD harus mempers1apkan fungsi yang dibutuhkan
meliputi

a pelayanan,
b data dan inforr rmast, dan

¢ pembukuan da%n pelaporan

Fungs: pelayanan sebagaimana d1rnaksud pada ayat (1) huruf a
bertugas melakukan interaksi dengan Wajib Pajak dalam tahapan-
tahapan pemungutan BPHTB sepertl dalam proses penelitian SSPD dan
proses pengurangan BPHTB

Fungs: data dan informasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b
bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak

Fungs1 pembukua'n dan pelaporan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
huruf c¢ bertugas untuk menylapkan laporan realisas1 penerimaan
BPHTB berdasarkan data dan laporan dar1 pithak-pihak lain yang
ditunjuk ,

|
Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbuny: sebagai

berikut

(1)
(2)

(3)

Pasal 6 |

Wapjb Pajak melakukan pembaltyaran BPHTB terutang dengan
menggunakan SSPD BPHTB |

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wayb
Pajak melalu: bank atau tempat lamn yang ditunjuk atau Bendahara
Penerimaan pada BKD

Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana
tercantum dala Lampiran 1I | yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati in1
|
Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbuny: sebagai
bernkut
Pasal 8 |
(1) Wapnb Pajak melakukan pendaftara'n hak atas tanah atau pendaftaran
pemindahan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan
(2) BKD dapat melakukan kerjasama 1dengan Kantor Bidang Pertanahan
dalam rangka pendaftaran pemlndahan hak
(3) Tata cara pendaftaran akta adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV yang| merupakan baglan tidak terpisahkan dan Peraturan
Bupati 1n1




6 Ketentuan dalam Pa:
berikut

Pasal

al 13 ayat (1) dwubah, sehingga berbuny:1 sebagai

13

(1) Kepala BKD melakukan fasilitas1 pelaksanaan Peraturan Bupati im1
(2) Fasilitas: sebag mana dlmaksud dalam ayat (1) mencakup

mengkoordinasikan,

menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai

dengan ketentua‘n Peraturan Perundang—Undangan melaksanakan

sosialisasi, superTl

untuk kelancar

Peraturan Bupati 1n1 mulax

Agar setiap orang mengelahumya, memermtahkan pengundangan Peraturan

Pasal II

s1 dan blmblngap teknis serta memberikan asistensi
penerapan Peraturan Bupati i1

|

berlaku pada tanggal diundangkan

|

Bupati in1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 9

2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 9 - 2022

| BUPATI PACITAN
ttd
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